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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 130 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6263); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEGIATAN 

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian 

wilayah dari daerah kebupaten/kota yang dipimpin oleh 

camat. 

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. 

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya 

disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan 

bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
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pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 

Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan 

yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang 

Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak 

dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung 

dan uang persediaan. 

16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang 

selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 

perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 

lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 

penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran 

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
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penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai 

dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 

berdasarkan SPM. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

 

BAB II  

KEGIATAN 

 

Pasal 2  

Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan: 

a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan 

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

 

Pasal 3  

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan 

untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang 

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat. 

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 

pemukiman;  

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana transportasi; 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; 

dan/atau 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan 

kebudayaan. 


